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ABSTRAK 
Indonesia sebagai anggota WTO memiliki kewajiban untuk mengadopsi ketentuan TRIPs ke dalam hukum 
nasional. Salah satunya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan Indikasi Geografis. 
Namun, pengadopsian ini tidak hanya terbatas peraturan saja tetapi juga seluruh sistemnya. Sistem ini 
dikenal dengan transplantasi hukum. Akibat transplantasi hukum menimbulkan pertentangan antara nilai 
individual dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi georafis dengan nilai 
komunal masyarakat Indonesia, yang berdampak langsung pada budaya hukum masyarakat Indonesia. 
Budaya hukum terkait dengan pemahaman dan penerimaan masyarakat penghasil indikasi geografis 
terhadap peraturan yang berlaku. Kondisi ini mengakibatkan terjadi benturan  budaya hukum masyarakat 
dalam  melindungi indikasi geografis di Jawa Tengah dan Bali berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 
tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan 
pendekatan perundang-undangan, menggunakan data sekunder dengan analisis kualitatif. Apabila dikaji 
secara substantif dapat dikatakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi 
Geografis sudah cukup memadai. Bagi petani dan pengrajin Bali sebagai penghasil indikasi geografis sudah 
optimal perlindungannya. Sedangkan petani salak pondoh dan petani gula semut Jawa Tengah belum 
optimal. Kondisi di Jawa Tengah terjadi karena kurang berperannya sistem hukum merek. Dalam 
pelaksanaannya baik pemerintah maupun instansi terkait belum menjalankan tugasnya. Budaya hukum 
masyarakat  masih terdapat kendala yang terlihat dari rendahnya tingkat pemahaman  petani salak pondoh 
dan petani gula semut Jawa Tengah. Kelemahan lainnya, terjadi  karena  kurangnya peran aktif  pemerintah 
dalam melakukan pembinaan dan pengawasan pasca pendaftaran indikasi geografis. Untuk 
mengantisipasinya, perlu kerjasama antara pemerintah, instansi terkait dan masyarakat ada setempat. 
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I. LATAR BELAKANG 
Indonesia sebagai negara agraris memiliki potensi besar untuk menghasilkan indikasi geografis, 
selanjutnya disingkat IG. Indonesia juga memiliki kekayaan budaya, sehingga menghasilkan berbagai 
kerajinan yang unik dan istimewa. 
Perlindungan indikasi geografis menjadi salah satu andalan bagi Indonesia. Salah satu contoh yang juga 
memiliki IG cukup banyak adalah Bali dan Jawa Tengah. Bali. Saat ini Bali telah memiliki 4 (empat) IG 
yang telah mendapatkan sertifikat, yaitu diantaranya “kopi kintamani, kain gringsing, mete kubu Bali, dan 
garam armed Bali”. Untuk  masyarakat Jawa Tengah terdapat 6 indikasi geografis, diantaranya; “purwaceng 
Dieng, carica Dieng, salak pondoh Sleman Jogja, tembakau strinthil Temanggung, gula semut/kelapa Kulon 
Progo Jogja dan kopi arabika Java Sindoro Sumbing.” (Kliklegal, 2018, Berikut 65 Indikasi Geografis yang 
Terdaftar di DJKI, https://kliklegal.com/berikut-65-indikasi-geografis-yang-terdaftar-di-djki/, diakses tanggal 
4 April 2016). 
Bagi Indonesia perlindungan IG memiliki makna yang penting, mengingat produk IG dapat 
meningkatkan nilai ekonomi suatu produk yang diperdagangkan di pasar bebas. Namun, perlindungan IG di 
kenal di negara maju dan didasarkan pada konvensi internasional yang terdapat dalam “Trade Related aspect 
of Intellectual Property Rights,” selanjutnya disingkat TRIPs merupakan berbagai konvensi di bidang hak 
kekayaan intelektual. Ketentuan TRIPs menjadi salah satu ketentuan yang wajib diratifikasi negara-negara 
termasuk Indonesia yang menjadi anggota “World Trade Organization,” disingkat WTO. 
Di lain sisi, perlindungan IG tidak hanya menguntungkan pihak negara maju tetapi juga menguntungkan 
bagi Indonesia, karena IG merupakan potensi di bidang pertanian dan kerajinan yang banyak dimiliki oleh 
Indonesia. Sehingga sudah selayaknya Indonesia memberikan perhatian khusus dalam melindungi IGnya. 
Namun, kendala yang terjadi pada saat propes penerapan peraturan tersebut. Kewajiban untuk meratifikasi 
TRIPs merupakan tranplantasi hukum asing melakui ratifikasi. Kendalanya dalam mengadopsi hukum asing 
tidak cukup hanya peraturannya saja tetapi juga seluruh sistemnya. 
Salah satu produk hukum  yang  transplantasi hukum adalah  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 
Tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang selanjutnya disingkat UU Merek dan IG 2016. Untuk 
melengkapi undang-undang ini,  perlindungan indikasi geografis diatur lebih lanjut dalam Peraturan 
 Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis, selanjutnya disingkat dengan PP Indikasi 
Geografis dan menjadi dasar hukum untuk melindungi IG di Indonesia. 
Akibat adanya transplantasi hukum membawa pengaruh langsung pada budaya hukum masyarakat di 
Indonesia, mengingat budaya hukum masyarakat Indonesia yang bersifat komunal bertentangan dengan 
budaya hukum masyarakat di negara maju yang bersifat Individual. Perbedaan budaya hukum ini terkait 
dengan historis dan kondisi alam yang ada di berbagai negara. 
Kendala budaya hukum akan memberikan pengaruh negatif untuk mempertahankan lingkungan geografis 
tempat IG tersebut. Hal ini penting karena perlindungan IG ditentukan kelestarian lingkungan geografisnya.  
Sesuai yang diatur dalam Pasal 61 ayat 1 dan (2)  Undang-Undang Merek dan IG 2016, bahwa  untuk 
memperoleh indikasi geografis  barang tersebut harus berasal dari daerah asal yang memiliki keunikan  yang 
tidak sama dengan daerah manapun di dunia ini. 
“Oleh karena itu, produk yang menggunakan indikasi tersebut memiliki berhubungan yang erat dengan 
tempat atau lingkungan geografis dari daerah barang itu berasal yang menggambarkan kualitas atau 
karakteristik dari produk tersebut.” (Lembaga Pengkajian Hukum Internasional, 2005: 9-10). Sehingga dapat 
dikatakan bahwa perlindungan indikasi geografis akan berakhir, apabila lingkungan geografisnya berubah 
atau rusak dapat berdampak langsung pada kualitas produk IG, baik terkait dengan alam ataupun 
manusianya. Sehingga dapat dikatakan bahwa, perlindungan IG tidak hanya saat memperoleh sertifikat IG 
saja, tetapi yang terpenting adalah bagaimana mempertahankan kualitas dan ciri khas IGnya yang terkait erat 
dengan lingkungan geografisnya. Oleh karena itu, perlindungan IG ditentukan kelestarian lingkungan 
geografisnya. 
Berkaitan dengan upaya  menjaga lingkungan geografis dipengaruhi oleh budaya hukum masyarakat 
penghasil IG tersebut. Selain itu, daerah lainnya seperti Jawa Tengah juga mendaftarkan salak pondohnya 
sebagai indikasi geografis. Salah satu syarat untuk mempertahankan perlindungan indikasi geografis adalah 
kemampuan menjaga kelestarian lingkungan geografis terkait dengan budaya hukum masyarakat dalam 
mengetahui, memahami, dan menerima UU Merek dan IG 2016 dan PP Indikasi Geografis. 
Berkaitan transplantasi hukum asing yang berdampak pada budaya hukum akan mempengaruhi perilaku 
hukum dalam menerapkan hukum perlindungan IG. 
 
 
II. PERUMUSAN MASALAH 
Bagaimana pengaruh transplantasi hukum terhadap budaya hukum masyarakat penghasil indikasi 
geografis di wilayah Bali dan Jawa Tengah dalam menerapkan perlindungan IGnya berdasarkan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis  ? 
 
 
III.METODE PENELITIAN 
Dalam penelitian ini dilakukan pengkajian terhadap konsep yang hidup di masyarakat adat yang 
berorientasi dalam konsep kepemilikan bersama (komunal) dibandingkan dengan konsep masyarakat industri 
di setiap sisi kehidupannya. “Kualitas dinilai dan diukur berdasarkan pendekatan perundang-undangan yang 
berlaku dan berfungsi mengupas isu hukum secara mendalam mengenai perlindungan IG yang menjadi 
potensi bagi daerah yang memilikinya.” (Susanto, 2010: 107). Selain itu, digunakan pendekatan budaya 
untuk mengkaji pemahaman dan penerimaan masyarakat. Kajian penelitian ini bertujuan untuk melihat 
penerapan UU Merek dan Indikasi Geografis 2016. 
Sehingga yang paling tepat menggunakan penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan 
menitik beratkan kajian kepustakaan yang berarti akan menelaah bahan hukum primer yang merupakan UU 
Merek dan Indikasi Geografis 2016 dilengkapi dengan PP Indikasi Geografis yang terkait. Untuk menjawab 
permasalahan menggunakan bahan hukum sekunder yang membahas tentang teori perlindungan indikasi 
geografis yang menitikberatkan pada pelestarian untuk menjaga mutu produk. Tujuan penggunaan bahan 
hukum sekunder adalah memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, di antaranya buku-buku, di 
antaranya perlindungan hukum indikasi geografis yang diperoleh dari hasil penelitian terdahulu yang terkait. 
Untuk melengkapi data sekunder digunakan data primer yang diperoleh dari wawancara kepada narasumber 
yang mengelola langsung perhimpunan masyarakat IG. 
Teknik pengumpulan data merupakan hal yang penting dalam penelitian, karena data yang terkumpul 
menentukan kualitas penelitian. Oleh karena itu, dalam mengumpulkan data menggunakan studi dokumen. 
(Soekanto dan Mamuji, 2006: 12-13) dan digunakan data primer dengan wawancara Agus Budi Riswandi 
yang memahami pengelolaan IG dan I Wayan Jamin, Masyarakat Penghasil Kopi Kitamani. 
Analisis secara kualitatif didasarkan pada pertimbangan bahwa, data yang dianalisis adalah UU Merek 
dan Indikasi Geografis 2016 dalam penerapannya agar dapat terlihat  lebih luwes dan dapat menggambarkan 
alur analisis data yang diperoleh  secara mendalam serta menyeluruh dari berbagai aspek, sehingga 
merupakan satu kesatuan yang utuh. 
  
 
IV. ANALISIS DAMPAK  TRANSPLANTASI HUKUM  TERHADAP BUDAYA HUKUM DALAM 
MELINDUNGI  INDIKASI GEOGRAFIS UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN 
DAERAH (KAJIAN DAERAH BALI  DAN JAWA TENGAH) 
Lahirnya WTO menjadi alasan bagi negara maju untuk memaksa negara berkembang melakukan 
transparansi hukum dengan cara merafifikasi konvensi internasional yang ada dalam TRIPs. 
Teori ini dikemukakan oleh Alan Watson yang mengatakan” transplantasi hukum adalah perpindahan 
suatu aturan hukum atau sistem hukum dari suatu Negara ke Negara lain atau dari suatu bangsa ke bangsa 
lain.  Watson menegaskan bahwa, “what are borrowed or can be borrowed are legal rules, principles, 
institution and even structures.” (Budiyono, 2009: 61). Teori ini melahirkan konsep bahwa, hukum negara 
tertentu bersifat universal dan dapat diberlakukan kepada seluruh manusia dalam berbagai bangsa. 
Sehingga dapat dikatakan, bahwa teori tranplantasi hukum telah mengesampingkan nilai-nilai yang 
terdapat dalam hukum yang hidup dalam suatu masyarakat. Akibatnya  teori transplantasi hukum  ditentang 
oleh Friederich Carl Von Savigny, Robert B. Seidman dan Michele Graziadei, karena tidak sesuai dengan 
nilai-nilai yang dianut masyarakat setempat, karena ”kubu yang menolak transplantasi hukum berangkat dari 
pemikiran bahwa, hukum merupakan bagian integral dengan proses budaya, ideologi, atau moralitas suatu 
bangsa.” Friederich Carl Von Savigny berpendapat bahwa “hukum itu ditemukan dari nilai nilai yang hidup 
di masyarakat, sehingga hukum tidak memiliki kemampuan berlaku universal.” (Budiyono, 2009: 66).  
Walaupun kenyataannya transparansi hukum telah ditentang, namun terkait globalisasi tetap diterapkan 
sebagai salah satu strategi untuk menguniversalkan hukum di semua negara agar mempermudah terbentuknya 
pasar bebas. Salah satu ketentuan hukum yang universal adalah pengaturan hak kekayaan intelektual, karena 
hak kekayaan intelektual melekat pada semua produk yang diperdagangkan. Sehingga pengaturan yang 
seragaman akan memudahkan pihak negara maju untuk memenuhi kepentingannya. 
Pemaksaan melalui transplantasi hukum merupakan strategi untuk melakukan pembenahan sistem hukum 
merek dan IG, struktur kelembagaan sebagai  pelaksanaan UU merek dan IG 2016 serta kelengkapan sarana 
prasarana. 
Pemaksaan ini menimbulkan kendala dalam menerapkan UU Merek dan Indikasi Geografis 2016 dalam 
melindungi IG di Indonesia. Hal ini terjadi karena ada pertentangan nilai yang mempengaruhi  budaya hukum 
masyarakat sebagai perilaku hukum baik sebagai pembuat UU maupun pelaksana UU. Sehingga dapat 
dikatakan bahwa transplantasi hukum secara khusus terkait langsung dengan budaya hukum masyarakatnya 
yang memiliki hukum sendiri yang ditaati dan dipatuhi. 
Menurut Freidman “budaya hukum Budaya hukum yang dibagi atas “budaya hukum internal dan 
eksternal”  “Budaya hukum internal adalah  pelaku hukum yang terspesialisasi dalam membuat peraturan dan 
menegakkan hukum” Sedangkan yang dikatakan dengan ”budaya hukum eksternal adalah populasi umum 
atau masyarakat umum yang bukan pelaku hukum. (Freidman, 2009: 293). Unsur lain menurut freidman 
yang perlu diperhatikan adalah ”unsure substansi yang menjadi seperangkat peraturan untuk melaksanakan, 
menegakkan, mempertahankan dan menerapkan ketentuan hukum tersebut” (Rahardjo, 1980: 86). Setelah itu, 
sistem hukum juga terkait ”unsur struktur yang merupakan institusi–institusi yang telah ditetapkan oleh 
substansi yang merupakan unsur pelaksana aturan, norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada 
dalam sistem itu”. (Freidman, 2001: 7). 
Ketiga unsur diatas dalam sistem hukum teori Freidman merupakan bagian penting dalam menerapkan 
hukum. Oleh karenanya, untuk dapat menerapkan hukum secara efektif tergantung pada perilaku hukum. 
Menurut Ronny Nitibaskara, ”perilaku hukum juga terkait dengan penegakan hukum, karena saat  hukum 
diterapkan,  maka  secara sosiologis hukum akan bersinggungan dengan kepentingan penegak hukum itu 
sendiri.” (Soekanto, 1996: 41 dalam Nitibaskara, 2009). 
Oleh karena itu, perilaku hukum memiliki makna yang penting dalam penerapan menurut, B. Kutschinky 
menjabarkan “empat unsure yang menentukan perilaku hukum tersebut, yaitu: pengetahuan mengenai 
peraturannya, isi peraturannya, sikapnya dalam menerima peraturannya dan pola perilaku terhadap peraturan 
tersebut.” (Soekanto, 1996 dalam Nitibaskara, 2009: 60). 
Apabila dikaji secara substansi, maka perlindungan IG tidak menjadi kendala pada saat dilakukan 
pendaftaran IG masyarakat. Prosesnya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 60 UU Merek dan IG 2016 jo 
Pasal 14 PP no 51 Tahun 2007 Tentang IG. Dalam peraturan tersebut adanya ketentuan membentuk Tim Ahli 
Indikasi Geografis yang  terdiri 15 orang yang terdiri dari perwakilan dari kementerian yang membidangi 
masalah pertanian, perindustrian, perdagangan, dan/atau kementerian terkait lainnya, perwakilan instansi atau 
lembaga yang berwenang untuk melakukan pengawasan dan/atau pengujian terhadap kualitas barang dan ahli 
yang kompeten”. Tim indikasi geografis ini dibentuk oleh Pemerintah Pusat. Namun, bekerjanya tim hanya 
pada saat persiapannya saja. 
Apabila daerah tersebut telah mendapatkan indikasi geografis dalam Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) 
Undang-Undang Merek dan IG 2016 mengamanatkan bahwa “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
 dengan masyarakat dalam hal ini penghasil produk untuk melakukan pengawasan terhadap lingkungan 
geografisnya.” Pengawasan ini bersifat pembinaan, dan advokasi agar produk yang dihasilkan tetap terjamin 
reputasi dan kualitasnya. 
Dalam UU Merek dan IG 2016 terlihat bahwa untuk penerapan perlindungan IG baik dari persiapannya 
sampai pengawasannya sangat membutuhkan peran aktif pemerintah daerah dan lembaga terkait. 
Kelemahan saat pengawasan terlihat pada dua daerah yang dijadikan obyek yaitu Bali dan Jawa Tengah 
yang memberikan warna yang berbeda. Pada masyarakat Bali yang taat pada hukum adatnya dan memiliki 
nilai kekerabatan yang kuat dari berbagai lapisan, akan memudahkan untuk melestarikan dan melindungi 
IGnya. Nilai komunal yang melekat pada perlindungan IG tidak membawa masalah yang berarti bagi budaya 
hukum masyarakatnya. Bagi Masyarakat Jawa Tengah yang konsep nilai kekerabatannya berbeda dengan 
Bali, membutuhkan peran aktif Pemerintah Daerah. Oleh karena, budaya hukum masyarakatnya  berdampak 
pada penerapan UU Merek dan IG 2016 terkait perlindungan IGnya. 
Pada tabel dibawah ini dapat mengambarkan transplantasi hukum merek terhadap budaya hukum 
masyarakat Bali dan Jawa Tengah sebagai penghasil IG bahwa: 
             
Tabel I 
Budaya hukum Masyarakat Penghasil IG Di Bali dan Jawa Tengah 
 
 Daerah 
Pengetahuan UU 
Merek dan IG 
2016 
Pengetahuan 
Isi UU Merek 
dan IG 2016 
Penerimaan dan 
Pola perilaku 
Terhadap UU 
Merek dan IG 
2016 
Peran 
Pemerintah 
Daerah 
Kendala 
Bali        V       V          V     V Tidak ada kendala yang 
berarti karena masyarakatnya  
memiliki struktur organisasi 
yang kuat dan memiliki 
hubungan erat dengan Pemda 
dan pihak terkait 
Jawa 
Tengah 
       V       X abstain     X Adanya kendala dalam 
menggunakan IG dan 
melestarikan IGnya karena 
kurangnya pendampingan 
 
Pada saat ini masyarakat Bali dan Masyarakat Jawa Tengah merupakan kelompok masyarakat adat yang 
memiliki kararakter yang sama, tetapi dalam  menerapkan perlindungan hukum indikasi geografis di daerah 
mereka terdapat perbedaan yang cukup signifikan. Masyarakat adat Bali yang tergabung dalam setiap desa 
adat yang memiliki ikatan spiritual dan kesakralan yang kuat, sehingga pejabat Pemda maupun intansi terkait 
merupakan individu yang tergabung dalam desa adat setempat. Hal ini memudahkan penerapan perlindungan 
IG berdasarkan UU Merek dan IG 2016. 
Apabila dikembalikan kepada konsep budaya hukum maka masyarakat mengetahui ada UU merek dan 
Indikasi Geografis 2016, mengetahui isi UU tersebut serta menerima ketentuan itu sebagai suatu aturan 
hukum yang melindungi aset daerahnya.  
Di lain pihak masyarakat Bali memahami bahwa perlindungan IG adalah penting, karena IG merupakan  
aset bagi diri, lingkungan masyarakat serta daerahnya dalam meningkatkan nilai ekonomi atas produknya  
dan dapat meningkatkan pendapatan daerahnya. Kondisi ini yang menciptakan visi yang sama antar mereka 
untuk senantiasa melestarikan lingkungan geografis dan menjaga kualitas produk IGnya (I Wayan Jamin, 
hasil wawancara, 12 Juni 2012). Sehingga dapat dikatakan bahwa, budaya hukum internal dan ekternal yang 
ada di Bali sudah cukup baik. Kondisi ini dapat terjadi karena masyarakat adat yang taat pada hukum adatnya 
dan Pemerintah Daerahnya berperan aktif. 
Kondisi di Jawa Tengah berbeda dengan Bali. Menurut  Budi Agus Riswandi, selama ini, yang dilakukan 
pemerintah hanya pada saat persiapan pendaftaran indikasi geografis saja, namun belum maksimal dalam 
melakukan pembinaan dan advokasi setelah memperoleh IGnya. Akibatnya masyarakat petani yang 
merupakan penghasil gula kepala maupun salak pondoh tidak memahami dengan tepat manfaatnya indikasi 
geografis bagi produknya. Sehingga terjadi beberapa pelanggarannya, salah satunya adanya penggunaan label 
indikasi geografis salak pondoh Sleman Yogyakarta oleh petani Banjarnegara yang tidak termasuk pada 
lingkungan geografisnya. Di sisi lain, petani salak pondoh Sleman yang berhak menggunakan label indikasi 
geografis  tidak menggunakan label indikasi geografisnya pada kemasan produknya (Budi Agus Riswandi, 
hasil wawancara, 28 April 2018). Sehingga dapat dikatakan budaya hukum eksternal maupun internal masih 
rendah dan masih membutuhkan pembinaan, peningkatan kerjasama antar masyarakat dengan perangkat desa 
dan antara perangkat desa dengan Pemerintah Daerah. 
 Berdasarkan hasil pengamatan terlihat adanya perbedaan yang signifikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh 
kekuatan struktur masyarakat adat. Salah satu contohnya masyarakat adat Bali tergabung dalam desa adat 
yang memiliki awig-awig (peraturan adat sesuai desa adatnya) tersendiri. 
Setiap individunya memiliki keterikatan yang erat dengan desa adatnya, walaupun status sosial di 
masyarakatnya berbeda-beda. Ikatan yang erat ini membuat indikasi geografis yang ada di Bali dapat terjaga 
dan lestari. Di sisi lain, masyarakat adat Bali memiliki kerjasama dengan warga negara asing secara 
perorangan yang membantu persiapan IG, advokasi dan juga pemasarannya. Sedangkan penjagaan 
lingkungan geografis serta mutu produk senantiasa diawasi oleh berbagai intansi pemerintah seperti 
pertanian, perkebunan, perindustrian yang sesuai dengan produk yang dihasilkan. Selain itu, masyarakat 
penghasil IG seperti petani dan pengrajin sudah memahami cukup baik mengenai perlindungan dan manfaat 
indikasi geografis. Sehingga  semua kemasan pada produknya diberikan label IG sesuai dengan lingkungan 
geografisnya. 
Keberhasilan penerapan perlindungan hukum di bidang indikasi geografis di Bali tidak terlepas dari peran 
serta dan keterlibatan desa adat dan masyarakat adat yang bekerja sama di berbagai instansi pemerintah. 
Kondisi yang berbeda ditemui di Jawa Tengah yang memiliki 6 indikasi geografis. Secara umum 
masyarakat Jawa Tengah struktur organisasi desa berbeda dengan struktur organisasi desa adat di Bali. 
Namun, berkaitan dengan pengawasan belum berjalan baik. Di Jawa Tengah konsep keterikatan masyarakat 
dengan desa tidak terlalu kuat, sehingga masyarakat adat yang merupakan petani lebih bersifat individual dan 
tergantung kepada instansi pemerintah yang terkait. 
Oleh karena itu, agar penerapan UU Merek dan IG 2016 dalam penerapan perlindungan IG  dibutuhkan 
berperan aktif Pemerintah Daerah, karena pemerintah daerah termasuk pihak yang menguasai indikasi 
geografis di daerahnya. Sehingga  perlu berperan aktif untuk melakukan pembinaan dan advokasi kepada 
masyarakat penghasil IG. 
Di lihat dari UU merek dan indikasi geografis, dapat dikatakan bahwa, Indikasi geografis yang 
merupakan hak-hak yang dikuasai oleh negara. Sehingga perlu kerjasama Pemerintah Daerah di mulai dari 
tingkat Gubernur, Bupati ataupun Walikota dengan masyarakat adat penghasil produk. Perlindungan indikasi 
geografis sebagai hak komunal, yang selayaknya  miliki bangsa Indonesia, sebaik-baiknya digunakan untuk 
kepentingnya bangsa Indonesia, terutama bagi peningkatan pendapat bagi masyarakat  penghasil produk IG. 
Sehingga secara holistik dapat memakmurkan dan mensejahterahkan bangsa Indonesia secara umum dan 
masyarakat daerah secara khusus. 
Upaya lain yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah membuat peraturan tersendiri dalam 
bentuk Keputusan Kepala Daerah yang menyatakan daerah tersebut termasuk sebagai daerah indikasi 
geografis disertai peta lokasi. Pengumuman ini bertujuannya agar masyarakat di wilayah tersebut, memahami 
bahwa label indikasi geografis hanya dapat digunakan oleh petani atau pihak-pihak yang namanya terdaftar. 
Diharapkan dengan adanya berbagai upaya maka tidak terjadi lagi pelanggaran menggunakan label indikasi 
geografis. 
 
 
V. PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Transplantasi hukum dalam perlindungan indikasi geografis membawa pengaruh yang signifikan terjadi 
pada budaya hukum baik eksternal maupun internal. Kurangnya pemahaman bagi petani di Jawa Tengah 
khususnya salak pondoh Sleman dan gula semut Kulon Progo untuk menggunakan label IGnya pada setiap 
produknya. Di sisi lain, terjadi  petani di daerah Banjarnegara yang juga menanam salak secara tanpa hak 
menggunakan label indikasi geografis salah pondoh yang berakibat terjadinya pelanggaran indikasi geografis. 
Sehingga dalam melaksanakan transplantasi hukum perlu mempertimbangkan budaya hukum masyarakat. 
Oleh karena itu, untuk menganggulangi dampak negatif transplantasi hukum bagi budaya hukum masyarakat, 
maka perlu peran aktif Pemerintah Daerah. Kondisi ini perlu ditindaklanjuti karena IG merupakan potensi 
ekonomi yang berdampak langsung pada peningkatan nilai ekonomi produk yang diperdagangkan di pasar 
bebas. Jangka panjang dapat mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat penghasil IG baik Bali dan Jawa 
Tengah maupun daerah lainnya. 
 
B. Saran 
1. Perlu adanya kerjasama antara pemerintah, instansi pemerintah dengan masyarakat adat dalam hal ini, 
organisasi masyarakat adat agar petani ataupun pengrajin penghasil produk indikasi geografis dapat tetap 
menjaga lingkungan geografisnya yang terkait langsung dengan mutu produknya. 
2. Perlu adanya peraturan yang berbentuk Surat Keputusan Kepala Daerah yang menentukan daerah mana 
yang telah mendapatkan indikasi geografis disertai peta wilayah untuk menghindari pihak-pihak yang 
tidak berhak menggunakan label indikasi geografis bukan miliknya. 
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